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I. UMUM

Tenaga Kesehatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan
pembangunan kesehatan. Hal ini mengingat bahwa kesehatan merupakan
hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Tenaga Kesehatan yang memadai secara kuantitas, kualitas, aman,
dan terjangkau juga merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk
itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam
menjamin kualitas, kuantitas, dan pemerataan Tenaga Kesehatan, yang
dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta
pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan.

Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional
disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan masalah kesehatan,
kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan, dan
ketersediaan Tenaga Kesehatan tersebut. Pengadaan Tenaga Kesehatan
dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan dan diselenggarakan
melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan, baik oleh pemerintah pusat
maupun masyarakat. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi
penyebaran Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan

Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Kesehatan, termasuk
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II.

peningkatan karier. Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan
terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai
dengan kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan

pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Perencanaan Tenaga Kesehatan dilakukan secara menyeluruh
melalui pemetaan untuk mengetahui jumlah dan jenis Tenaga
Kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pengadaan, kebutuhan pendayagunaan, dan
kebutuhan pembinaan dan pengawasan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah proses penataan
penempatan Tenaga Kesehatan agar jumlah, jenis, dan
mutu/kualifikasi Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan
riil masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Untuk penyesuaian kapasitas produksi Tenaga Kesehatan
dilakukan terhadap jumlah kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam
pelayanan kesehatan dengan jumlah lulusan Tenaga Kesehatan.
Pasal 5
Ayat (1)

Ruang lingkup perencanaan termasuk perencanaan kebutuhan
Tenaga Kesehatan yang akan didayagunakan oleh pemerintah

pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Perencanaan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan
memperhatikan kesesuaian jenis dan jumlah Tenaga
Kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan
kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Perencanaan dimulai sejak dari
tahapan pengadaan Tenaga Kesehatan di institusi
pendidikan hingga tahap pemerataan dan pemenuhan
untuk pendayagunaan Tenaga Kesehatan yang
bersangkutan. Dengan demikian akan tersedia Tenaga
Kesehatan yang bermutu, dapat mencukupi kebutuhan,
terdistribusi secara adil dan merata, dan termanfaatkan
secara berhasil guna dan berdaya guna.
Huruf b
Penyelenggaraan upaya kesehatan bertujuan untuk
memelihara dan  meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang meliputi pelayanan kesehatan promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “ketersediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan” meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat
lanjut milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
masyarakat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi geografis dan sosial

budaya” meliputi keterpencilan, perbatasan dengan negara
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tetangga, pulau kecil terluar berpenduduk, daerah terisolir,
daerah tidak diminati, luas wilayah, distribusi penduduk,
karakteristik daerah, penanganan penyakit spesifik lokal,
sosial budaya, dan aspek lainnya yang mempengaruhi
kebutuhan Tenaga Kesehatan.
Huruf f
Kebutuhan masyarakat dipengaruhi oleh faktor
perkembangan penduduk, perkembangan epidemiologi
penyakit, kondisi pada saat bencana, dan faktor lainnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bekerja tidak sesuai dengan
keprofesiannya” adalah lulusan pendidikan tinggi bidang
kesehatan yang pekerjaannya tidak sesuai dengan kompetensi

dan kewenangan yang dimiliki sebagai Tenaga Kesehatan.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah kabupaten/kota”
adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
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Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyusunan standar nasional
pendidikan tinggi bidang kesehatan” antara lain penyusunan
kurikulum pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pembinaan teknis” adalah
pembinaan yang ditujukan dalam rangka pencapaian
standar kompetensi lulusan berdasarkan kurikulum dalam
proses pendidikan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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